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Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia tahun
1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan
negara adalah memgukan kesgjahteraan umum guna mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusi negara
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, dilaksanakan melalui
pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan pringp kebersamaan, efisens berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan,
dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia semakin terintegras ke dalam perekonomian
global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiens
semakin menegaskan perlunya penerapan prinsp demokrasi ekonomi
tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di  bidang
perekonomian. Oleh karena itu, sebagai bangsa dengan sumber daya
ekonomi yang sangat besar, pengembangan perekonomian nasional secara
berkelanjutan harus dapat meningkatkan nilai tambah pada setigp mata rantai
perekonomian nasional sehingga bangsa Indonesia mampu mewujudkan
kedaulatan ekonomi Indonesa yang salah satu tolok ukurnya adalah
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meningkatnya kapabilitas di dalam memproduks barang dan jasa yang
kompetitif di pasar global. Pencapaian sasaran ini menjadi semakin relevan,
karena kontribusi perdagangan luar negeri di dalam perekonomian nasional
semakin penting. Hal itu terbukti bahwa peningkatan ekspor nasiona tidak
hanya berdampak pada stabililitas makro-ekonomi melalui peningkatan
cadangan devisa, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kapasitas
produksi nasional. Dengan demikian, kebijakan perdagangan luar negeri
yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya
merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mendorong ekspor,
kebijakan fiskal terkait dengan fasilitas pembiayaan ekspor nasional, dan
kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta kebijakan
pengembangan sektor riil.

Jika ditinjau dari dimens kebijakan pengembangan ekspor nasional,
Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan
dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional,
yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asurans. Agar
dapat berperan dan berfungs secara efektif, LPEl beroperasi secara
Independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (Lex specialist), dan
memiliki sifat sovereign status. Status tersebut diperlukan agar lembaga
tersebut mempunyai akses pada pendanaan, baik dari sumber resmi maupun
dari pasar keuangan globa dengan biaya yang relatif rendah, tetapi tetap
beroperas berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam industri
perbankan, sehingga dihargpkan tidak membebani anggaran tahunan
Pemerintah (APBN).

LPEI sebagai lembaga independen dengan status sovereign membawa
konsekuens adanya kewagjiban Pemerintah untuk menutup kekurangan
modal dari APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku, jika modal LPEI
berkurang dari Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Status
tersebut juga memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan
kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pembiayaan, baik melalui
penerbitan surat berharga, pinjaman jangka pendek, menengah, dan/atau
jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral,
bank dalam dan luar negeri maupun lembaga pembiayaan dan keuangan
dalam dan luar negeri, serta dari Pemerintah maupun yang berasal dari
penempatan dana oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya
sumber pembiayaan yang murah dan adanya jaminan pemerintah untuk
menutup kekurangan modal, kebutuhan pembiayaan ekspor yang sering
bersifat jangka menengah/panjang dapat diatasi. Di samping itu, LPEI dapat
pula mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam
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penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka
menengah/panjang.

LPElI sebagai agen Pemerintah dapat membantu memberikan
pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga
keuangan komersial (fill the market gap) yang tidak memiliki kemampuan
pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan
tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan
barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor.
LPEI juga menyediakan pembiayaan bagi transaks atau proyek yang secara
komersia sulit dilaksanakan, baik olen lembaga keuangan komersial
maupun olen LPEI sendiri, tetapi dinila perlu oleh Pemerintah untuk
menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (national Interest
Account).

Pembiayaan diberikan LPElI dalam bentuk modal kerja dan/atau
Investasi. Pembiayaan dalam bentuk modal kerja, antara lain pembiayaan
untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan
baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan
sarana produksi. Pembiayaan dalam bentuk investasi antara lain pembiayaan
untuk modernisasi mesin, ekspans usaha termasuk pembangunan dan
perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek, misalnya pembangunan proyek
konstruksl, infrastruktur, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta industri
pendukung di dalam dan di luar negeri. Selain pembiayaan yang diberikan
kepada eksportir, LPEI juga dapat memberikan pembiayaan kepada pihak
pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang dan jasa yang
diproduks di Indonesia.

Penjaminan ekspor yang dilakukan oleh LPElI pada dasarnya
merupakan bentuk pembiayaan tidak langsung, tetapi tidak terbatas pada
penerbitan stand by letter of credit, konfirmas atas surat kredit berdokumen
(letter of credit) yang diterbitkan olen bank di luar negeri, penjaminan
pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, dan
industri penunjang ekspor.

Tugas lain yang diemban LPEI adalah memberikan pembiayaan dalam
bentuk asuransi. Adanya berbagal risko yang dihadapi dalam kegiatan
ekspor-impor, menimbulkan kebutuhan bagi eksportir dan importir akan jasa
asuransl agar tidak mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya.
Kebutuhan akan jasa asurans dalam kegiatan ekspor impor itu menjadi
permasalahan bagi para eksportir dan pengusaha yang terkait dengannya
karena premi yang harus ditanggung/dibayar oleh para pengusaha relatif
tinggi. Hal itu dikarenakan ekspor-impor merupakan kegiatan yang berisiko
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tinggi sehingga jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa
di sektor ini sangat sedikit. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memenuhi
kebutuhan jasa asurans di bidang ekspor-impor dan agar harga komoditas
ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, dibutuhkan jasa
asuransi dengan premi kompetitif yang diharagpkan dapat diwujudkan oleh
LPEI.

Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dirancang
untuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasiona yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini
dilakukan mengingat bahwa di Indonesia telah berkembang berbagai
kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi dan
reasurans syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, efek syariah
lainnya yang telah diterima olen masyarakat dan dinila mempunyai
keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif.

Melalui kegiatan usaha di atas, LPEIl diharapkan dapat memberikan
kontribus yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan
turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program
ekspor nasonal. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya,
LPEI waib menerapkan prinsp kehati-hatian yang meliputi prinsp tata
kelola perusshaan yang baik, penergpan mangemen risko, dan prinsip
mengenal nasabah. Perwujudan tata kelola perusshaan yang bak berarti
LPEI wajib menerapkan transparanss dan memenuhi prinsip akuntabilitas
publik, antara lain dengan menyampakan l|aporan keuangan kepada
Pemerintah dan kepada publik. Perwujudan penerapan mangemen risiko
adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan ekspor, LPEI selalu mengacu
pada prinsp analisis yang sehat dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
umum, sedangkan berkaitan dengan perolehan dana dan penempatan dana,
LPEI hanya dapat melakukan dalam bentuk tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini berikut
peraturan pelaksanaannya. Perwujudan pelaksanaan prinsip mengenal
nasabah adalah bahwa LPEI mengetahui identitas yang jelas serta sumber
dana dan transaks nasabah. Di samping wajib menerapkan prinsip kehati-
hatian, LPEIl tidak melakukan persaingan dengan bank atau |lembaga
keuangan lainnya, serta dapat melakukan pembiayaan dengan cara
pembiayaan bersama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Peran strategis LPEI tersebut di atas, memerlukan kebijakan dasar
pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang
kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; mempercepat peningkatan
ekspor nasional; membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang
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berdaya saing tinggi dan  memiliki keunggulan untuk ekspor; serta
mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk
mengembangkan produk yang berorientas ekspor.

LPEI sebagal lembaga khusus (sui generis) secara kelembagaan tidak
tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan
Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan
usaha perasuransian. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI
tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh
Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang
penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang tentang asurans atau pertanggungan.

Walaupun LPEI adalah lembaga pembiayaan yang tidak semata-mata
mencari keuntungan, LPEI dimungkinkan untuk mendapatkan laba hasil
usaha atau surplus dalam menjalankan kegiatan usahanya. Surplus tersebut
dialokasikan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi,
tantiem, dan bagian laba Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, LPEI perlu didukung organisas
yang fleksibel dan dapat bergerak cepat untuk pengelolaan perusahaan. Oleh
karena itu, sistem susunan dewan satu tingkat (One Board System) dianggap
sesual dengan kebutuhan LPEI. Meskipun demikian, untuk mencegah
pemusatan pengaruh dominan pada salah satu anggota Dewan Direktur yang
ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur
Eksekutif, Ketua Dewan Direktur tidak mempunyai hak suara dalam rapat
Dewan Direktur.

Dengan adanya undang-undang ini dihargpkan LPElI mampu
memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dan jasa konsultas untuk
meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa Indonesia, menumbuhkan
kepercayaan dunia internasional, dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis
di Indonesa Dengan demikian, LPElI dihargpkan semakin mampu
melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program
ekspor nasional.

Mengingat besarnya harapan terhadap LPEI, proses transformasi dari
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi LPEI
harus dilaksanakan dengan sebaik-bailknya guna memastikan pengalihan
aktiva dan pasiva melalui audit penutupan atas laporan PT Bank Ekspor
Indonesia disertai dengan pemberian opini yang waar sehingga dapat
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